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Kesimpulan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya
apabila notaris tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti
bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta
yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur
oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, secara Perdata dan juga
Pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat
(1) KUHP yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat
(1) KUHP yaitu pelaku penghadap/Klien yang menyuruh Notaris Melakukan
untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari
masing-masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu
tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya
benar.
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Kesumpulan Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat
dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak
hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat
beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak
pidana pemalsuan surat.
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Kesimpulan Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapanya yaitu
pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan
hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran
terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264
dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara
administraitif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.
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Kesimpulan Notaris sebenarnya tidak bisa di jatuhi hukum pidana terkait akta yang
dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sebagaimana prosedur yang
seharusnya, dalam hal ini yakni tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum. Namun dewasa ini karena semakin banyaknya notaris dan
juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh seorang Notaris
maka ada juga Notaris yang bersentuhan dengan kasus hukum terkait
pemalsuan akta yang dibuatnya, seperti kasus Notaris di Kaltim, akta terkait
Yayasan Perguruan Wahidin, dan juga kasus putusan Mahkamah Agung No.
1014 K/Pid/2013, Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor
40/Pid.B/2013/PN-LSM yang telah juga Penulis sebutkan dalam uraian
pembahasan diatas.

No 5
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dengan Fakta

Volume dan Volume 24,188-206

Halaman
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Tahun 2021
Simpulan Bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban

terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya
kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik.
Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan
kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan
fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan
Administrasi/Kode Etik.




